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3 Perubahan
Gambar 2.4 m Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025
dalam

halaman 38

Memberi Makan Siang dan Susu
Gratis di sekolah dan pesantren,
serta bantuan gizi untuk anak balita
dan ibu hamil.

Menyelenggarakan Pemeriksaan
Kesehatan Gratis, Menuntaskan
Kasus TBC, dan Membangun
Rumah Sakit Lengkap Berkualitas
di Kabupaten.

Mencetak dan meningkatkan
produktivitas lahan pertanian
dengan lumbung pangan desa,
daerah, dan nasional.

Membangun Sekolah-sekolah
Unggul terintegrasi di setiap
kabupaten, dan memperbaiki
sekolah-sekolah yang perlu
renovasi.

Melanjutkan dan menambahkan
program kartu-kartu kesejahteraan
sosial serta kartu usaha untuk
menghilangkan kemiskinan absolut.

Menaikkan gaji ASN (terutama
guru, dosen, tenaga kesehatan, dan
penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat
negara.

Melanjutkan pembangunan
infrastruktur desa dan kelurahan,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan
menjamin penyediaan rumah murah
bersanitasi baik untuk yang
membutuhkan, terutama generasi
milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MER).

Mendirikan Badan Penerimaan
Negara dan Meningkatkan Rasio
penerimaan negara terhadap produk
domestik bruto (PDB) ke 23%.

4 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 38

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan
Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi
US$5.410 atau bertahan pada kategori upper-middle income
countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam
pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
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5) Perubahan Tabel 2.1
Tabel 2.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025
dalam No Indikator Sasaran 2025
halaman 38 —

1 Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir 2,51,0%

Periode

2 Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) 16.000-16.900%
3  Cadangan Devisa (miliar USD) 162,40
4 Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 6,4
S Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,78
6 Komr:i-b—l.\»;uPDB Industri Pengolahan (%) 20,8
7 Rasio PDB Pariwisata (%) 4,243
8 Devisa Pariwisata [mjl:m USDh) 17,10-18,30
9 Pendapatan Negara (% PDB) 12,36
10 Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,24
11 Keseimbangan Primer (% PDB) {0,26) )
12 Surplus/Defisit APBN (% PDB) {2,532 d)
13 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,159
14 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%o} 5,61
15  Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Tribun Rp} 1.905,60
16  Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekundt;»ljl"ﬂrrii’il;:\';p]wm o 8559
Keterangan: a) Kesepakatan Asumsi Dasar Ekonomu M;l:m 7 Februari 2025; b) Memperumbangkan
perkembangan data Nilai Tukar Rupiah hingga April 2025; c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2025; dan d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

6 Perubahan Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar
alinea pertama 5,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang
dalam diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro
halaman 39 fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan

pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi
dijaga stabil dalam rentang 2,5+1,0 persen (yoy) dan nilai tukar
Rupiah pada rentang Rp16.000-Rp16.900 per USD.

7 Perubahan Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga
alinea kedua Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap
dalam tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini

didukung oleh inflasi yang terjaga pada target yang ditetapkan
Pemerintah bersama Bank Indonesia serta peningkatan
pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan
tumbuh sejalan dengan dukungan pemerintah dalam
pembangunan. Kinerja ekspor akan menghadapi tantangan yang
cukup berat disebabkan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika
Serikat yang memicu perang dagang sehingga meningkatkan
ketidakpastian global. Kebijakan tersebut berimplikasi pada
melemahnya permintaan terhadap ekspor serta disrupsi dalam
rantai pasok global. Meskipun demikian, kinerja ekspor
Indonesia tetap didorong untuk tumbuh melalui diversifikasi
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produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan
hambatan perdagangan, serta memitigasi sektor yang terdampak
penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sementara impor
akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan
untuk penguatan fondasi transformasi.

8 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 39

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan
ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global
melalui ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi
Indonesia dalam rantai nilai global serta memanfaatkan peluang
di tengah ketidakpastian geopolitik global, melalui strategi (1)
sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan
nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah
tinggi; (2) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia
termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi
market intelligence, business matching dan pengamanan pasar
ekspor; {3) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan
perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan
global serta meningkatkan efektivitas implementasi free trade
agreement dan/atau comprehensive economic partnership
agreement; (4) peningkatan kapasitas eksportir untuk
meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan
ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan
kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam
rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (5)
integrasi informasi perdagangan internasional termasuk
penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara
real-time; serta (6) penguatan koordinasi kebijakan dan
penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

9 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 39

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat
meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai
nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas
ke pasar global melalui strategi (1) integrasi informasi
keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap
daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama
antardaerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses
pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan
dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, (5)
pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah
termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta
pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk
penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan, (6)
optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk
peningkatan perdagangan antardaerah, (7) penguatan iklim
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persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan
domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk
mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan
jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk
mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

10 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 40

Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi diharapkan
dapat menjadi pendorong target pertumbuhan ekonomi tinggi
pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian,
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.905,60 triliun
disertai tingkat efisiensi investasi tecermin dari Incremental
Capital Output Ratio yang diupayakan semakin menurun
menjadi 6,2. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perbaikan
iklim investasi secara signifikan, terutama terkait dengan
kepastian berusaha dan perlindungan terhadap investor yang
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga
dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, di antaranya
praktik korupsi dan pungutan liar (ditandai dengan turunnya
Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia pada tahun 2024),
maraknya praktik suap (berdasarkan temuan Enterprise Survey
Indonesia tahun 2023 oleh Bank Dunia, serta lemahnya
penegakan hukum yang ditandai dengan rendahnya Indeks
Persepsi Korupsi Indonesia hingga tahun 2024 (37 poin) yang
jauh lebih rendah dari rata-rata global (44 poin). Oleh karena itu,
beberapa upaya yang mendesak dalam rangka mendorong
peningkatan investasi untuk memperkuat transformasi ekonomi
antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di
antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada
aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan
kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian
insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

11 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 40

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas
ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi
iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina  terhadap
pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura.
Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas juga
didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada
sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya.
Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif
seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan
domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan
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13 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 41

Pada tahun 2025, rasio produk domestik bruto pariwisata
ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,2-4,3 persen serta
diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US$17,10-
18,30 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi
faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025.
Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan
penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

14 Perubahan
Tabel 2.2
dalam
halaman 41

Tabel 2.2
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen)

No Komponen Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Sasaran 2025
Tahun 2024
Pertumbuhan PDB 5,03 5,30
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran
| Komsums: Rumah Tangga dan LNPRT 5,11 5.14
2  Konsumsi Pemerintah 6,61 6,66
3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap 4,61 5,61
Bruto/PMTB)
4  Ekspor Barang dan Jasa 6,51 6,95
5 Impor Barang dan Jasa 7,95 7,16
Produk Domestik Bruto Stsi1 Lapangan Usaha
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,67 2,20
2  Pertambangan dan Penggahan 4,90 5,52
3 Industri Pengolahan 4,43 5,50
4  Pengadaan Listnik, Gas, dan Produksi Es 4,77 5,09
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, 1,56 2,05
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 702 7,65
7  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4,86 4,96
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 8,69 9,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum » 8,5_6 D 9,53»
10 Informasi dan Komunikasi 7,57 7,69
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,74 6,52
12 Real Estate 2,50 2,45
13 Jasa Perusahaan T 8,38 8,45
14 Admunistrasi Pemerintahan, Pertahanan, 6,40 3,05
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan T s 3,85
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8.1 8,91
17 Jasa lainnya 9,80 o 6,55

15 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 42

Pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,36 persen Produk
Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar 10,24 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebesar 2,11 persen Produk Domestik
Bruto. Optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya
perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih
efektif sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun
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2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tetap
menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta
optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap
menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan.

16

Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 42

Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada simplifikasi proses
bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, percepatan
implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi
dan intensifikasi pajak, penajaman tax incentive tepat sasaran
untuk mendorong sektor prioritas, serta mendukung
transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dari sisi
Penerimaan Negara Bukan Pajak kebijakan diarahkan pada
reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber
daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara,
pemanfaatan aset barang milik negara, serta inovasi dan
digitalisasi layanan.

17

Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman 42

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,89
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar 11,11 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer
ke Daerah sebesar 3,78 persen Produk Domestik Bruto.
Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga,
Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke
Daerah diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi, penguatan well-being, dan konvergensi antardaerah.
Pengalokasian belanja negara diutamakan pada implementasi
antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia
{(pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi}, kesejahteraan
sosial, percepatan dan pemerataan konektivitas, serta
pelaksanaan transformasi ekonomi dalam rangka akselerasi
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap
menjaga kesinambungan fiskal.

18

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 43

Defisit Anggaran ditargetkan sebesar 2,53 persen Produk
Domestik Bruto disertai pengendalian primary balance,
didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi
pembiayaan baik dari utang dan non-utang yang dikelola secara
prudent dan kredibel. Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara antara lain untuk (a) penyediaan
infrastruktur yang berkualitas; (b} mendukung proyek-proyek
yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek
pengganda besar terhadap perekonomian; (c) optimalisasi peran
Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign
Wealth Funds untuk mendukung akselerasi transformasi
ekonomi; (d) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan
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pembiayaan ultra mikro, optimalisasi saldo anggaran lebih; serta
(e) mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of
development untuk mendukung prioritas pembangunan
nasional.

19 Perubahan
Tabel 2.3
dalam
halaman 43

Tabel 2.3
Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025 (Persen PDB)

Realisasi

Uraian Realisasi 2023 Sementara 2024 Sasaran 20252
Pendapatan Negara 13,33 12,84 12,36
Penerimaan Perpajakan 10,31 10,08 10,24
Pencrimaan Negara Bukan Pajak 293 262 2,11
Belanja Negara 14,94 15,13 14,89
Belanja Pemerintah Pusat 10,72 11,23 11,11
Tranfer ke Daerah 4,22 3,90 3,78
Keseimbangan Primer 0,49 {0,091 (0,26
Surplus/Defisit (1,61)5 (2,29)M (2,53
Pembiayaan Investa;i«m o (0,43)b (0,27 (0,64)»
Stok Utang Pemerintah 39,21 39,36 39,15

Keterangan: a} Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan b) Angka dalam kurung (x,x) bernilai
negatif.

20 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 43
dan alinea
pertama dalam
halaman 44

Stabilitas eksternal Indonesia akan semakin menguat pada
tahun 2025 karena berhasil melewati periode krusial
sebelumnya dengan baik, yaitu tahun politik dan transisi
pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2025, neraca
perdagangan barang ditargetkan surplus sebesar US$34,99
miliar seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi
pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui
langkah negosiasi untuk menurunkan hambatan perdagangan,
reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan,
diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan
multilateral, serta memitigasi sektor yang terdampak dari
penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun defisit
neraca jasa-jasa ditargetkan mengalami penurunan menjadi
US$18,52 miliar, dikontribusikan oleh peningkatan kunjungan
wisatawan mancanegara yang semakin signifikan ke Indonesia
sehingga meningkatkan surplus neraca jasa perjalanan. Adapun
defisit neraca pendapatan primer ditargetkan sebesar US$35,71
miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal
hasil investasi asing. Neraca pendapatan sekunder ditargetkan
terus mencatat surplus yang cukup tinggi menjadi sebesar
US$7,37 miliar, didorong oleh peningkatan keterampilan,
jumlah negara penempatan, dan sektor lapangan penduduk
migran Indonesia di luar negeri yang semakin kompetitif.
Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial terus
mengalami perkembangan yang baik sehingga ditargetkan dapat
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g)
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Perihal

No Perubahan

Pemutakhiran RKP Tahun 2025

mencapai US$21,08 miliar. Peningkatan tersebut selaras dengan
investasi langsung yang konsisten mencatat surplus dan
ditargetkan mengalami kenaikan menjadi US$17,50 miliar,
sejalan dengan keberlanjutan berbagai proyek strategis
pemerintah dan iklim dunia usaha yang kondusif sehingga
membuat para investor tetap percaya terhadap prospek
perekonomian Indonesia. Adapun investasi portofolio
diharapkan dapat terus berkembang mencapai US$11,85 miliar,
sehingga membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga
dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2025,
neraca keseluruhan ditargetkan akan menjadi US$9,20 miliar
disertai dengan perkembangan cadangan devisa mencapai
US$162,40 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan
impor dan berada di atas kecukupan standar internasional.

21 Perubahan
Tabel 2.4
dalam
halaman 44

Tabel 2.4
Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025 (Miliar USD)

Uraian Sasaran 2025

Transaksi Berjalan {11,87)
dalam persen PDB {0,78)
Barang 34,99
Jasa-Jasa {18,52)
Pendapatan Primer (35,71)
Pendapatan Sekunder 7,37
Transaksi Modal dan Finansial 21,08
Investas: Langsung 17,50
Investasi Portofolio 11,85
[nvestasi Lainnya (8,34)
Neraca Keseluruhan 9,20
Cadangan Devisa 162,40
dalam bulan impor 6.4

Keterangan: Angka dalam kurung (x,x) bernilar negatif,

22 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 45

Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga
stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di
tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat
inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5+1,0 persen (yoy), serta
nilai tukar rupiah pada rentang Rpl16.000-Rp16.900 per USD.
Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan
mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional,
kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan
lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan,
dan sistem pembayaran).

SK No 189346 A
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23 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 45

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk
menjaga empat aspek pokok, yaitu keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas
komunikasi. Upaya tersebut meliputi (a) pengelolaan permintaan
dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi
belanja negara dan daerah; (b) peningkatan produksi dalam
negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan serta
pengelolaan cadangan dan tata niaga pangan; (c) penguatan
infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal, terluar,
terdepan dan perbatasan; (d) perbaikan kualitas data pangan; (e)
penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah
sejak proses perencanaan; serta (f) koordinasi perumusan
kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi timing maupun
sequencing sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap
kenaikan inflasi.

24 Penambahan
alinea setelah
alinea kedua
dalam
halaman 45

Selanjutnya, komponen inflasi harga bergejolak dijaga terkendali
dalam rentang 3,0-5,0 persen (yoy) melalui penyelesaian
permasalahan struktural di antaranya (a) optimalisasi belanja
negara dan daerah untuk penguatan infrastruktur, konektivitas,
dan ketersediaan pasokan melalui subsidi ongkos angkut,
bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah;
(b} percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan;
(c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian
dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani
melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi
pascapanen); {d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi
pangan; (e) penguatan logistik melalui pemenuhan sarana
prasarana konektivitas, penyediaan kewajiban pelayanan
publik/public service obligation dan layanan angkutan perintis
pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan serta
koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f)
pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan
nasional; serta g penguatan sinergi antar
kementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan
pengendalian inflasi.

25 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 45

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk
mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai dengan
fundamentalnya melalui (1} penguatan strategi operasi moneter
yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi
kebijakan moneter; (2) menetapkan tingkat suku bunga Bank
Indonesia-rate yang optimal untuk menjangkar ekspektasi
inflasi; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan
pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing masuk; (4)
mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
nasional maupun lintas negara; serta (5) menerapkan kebijakan
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makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan
mendorong penyaluran kredit.

26

Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman 45

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun
2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk
tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum
pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia
ditargetkan sebesar 5,0 persen, sedangkan Kawasan Timur
Indonesia sebesar 6,2 persen.

27

Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 46

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2025 akan
didorong dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi
perikanan serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi
tanaman pangan dan perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut,
penyiapan pangan lokal sagu, jagung, ubi, dan padi dalam
rangka pengembangan kemandirian pangan juga diharapkan
dapat mendukung perekonomian Wilayah Papua. Selain itu,
peningkatan infrastruktur konektivitas juga akan mendorong
perekonomian Wilayah Papua melalui pengembangan Bandara
Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan
Jalan Trans Papua. Pengembangan kawasan pariwisata juga
akan terus didorong, seperti pengembangan kawasan pariwisata
di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari
premium yang berkelanjutan serta penyiapan kawasan
pariwisata rintisan baik berbasis pariwisata budaya, berbasis
minat khusus, maupun berbasis pariwisata bahari. Di sisi
industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong,
pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah,
serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni
dan Kawasan Industri Fakfak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah
Papua ditargetkan mencapai 6,0 persen.

28

Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 46

Berlanjutnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel
di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau
Obi pada tahun 2025 ditargetkan akan mendorong
perekonomian Wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 9,4
persen. Selain itu, penguatan kawasan pariwisata eksisting di
Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata
rintisan Banda Neira, penyiapan pengembangan kawasan
terintegrasi tanaman pangan dan perkebunan, serta penyiapan
pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas
cakalang-tongkol, udang, tuna, dan lobster) diharapkan mampu
meningkatkan produktivitas ekonomi Wilayah Maluku.
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29 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 46

Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama
penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang
ditargetkan tumbuh 6,8 persen pada tahun 2025. Beberapa
provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring
dengan peningkatan kinerja industri melalui penguatan industri
logam dasar serta hilirisasi industri nikel, kelapa, kakao, dan
rumput laut. Implementasi proyek strategis nasional di Wilayah
Sulawesi, seperti penyempurnaan pembangunan jalur kereta api
Trans Sulawesi serta pembangunan dan pengembangan
infrastruktur dan layanan konektivitas juga diharapkan dapat
mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan.
Peningkatan produktivitas pertanian di beberapa provinsi juga
terus didorong melalui pengembangan kawasan komoditas
pertanian jagung, cabai, dan padi. Selain itu, pengembangan
pariwisata juga diharapkan dapat mendorong perekonomian
Sulawesi, seperti penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas
Manado-Likupang.

30 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman 46

Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan
menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah
Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,8 persen pada tahun
2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di
beberapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri
berbasis komeoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri
bauksit, nikel, rumput laut, sawit, dan karet; penguatan industri
dasar seperti industri kimia dasar; serta pengembangan industri
teknologi menengah tinggi seperti industri elektronik dan digital,
serta industri kimia hilir dan farmasi. Pengembangan dan
operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan
tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga
diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi
Wilayah Kalimantan.

31 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 47

Perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara ditargetkan
tumbuh 5,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa
serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Penyiapan
pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut di Nusa
Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah
sektor primer. Kinerja industri juga diharapkan dapat meningkat
didorong percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai
tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut.
Selain itu, perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara
diharapkan dapat didorong dengan peningkatan aktivitas sektor
jasa bernilai tambah tinggi melalui penguatan ekosistem
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pengembangan aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem film,
animasi, wvisual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan
pemampu ekonomi kreatif di Bali. Pengembangan aktivitas
pariwisata juga akan terus didorong, utamanya penataan
bangunan kawasan destinasi wisata di destinasi pariwisata
prioritas Lombok-Gili Tramena serta percepatan pembangunan
dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata prioritas Labuan
Bajo.

32 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 47

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,7 persen sebagai pusat
pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan
(bauksit, kakao, kelapa, dan sawit), pengembangan
industrialisasi perikanan, penguatan produktivitas industri
makanan dan minuman, penguatan industri logam dasar, serta
penguatan industri kimia dasar. Selain itu, pembangunan
proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatera serta
pengembangan Bandara Hub dan Aerocity Kualanamu
diharapkan dapat menjadi pendorong dalam integrasi kawasan
khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta
perdagangan internasional yang mengurangi biaya logistik serta
meningkatkan daya saing investasi di Sumatera.

33 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman 47

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus
diperkuat di Pulau Jawa untuk mengatasi tingginya biaya
logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi di Jawa,
seperti pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa Timur,
pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan Pelabuhan
Tanjung Priok, serta pengembangan Bandara Hub Soekarno-
Hatta, Bandara Hub Juanda, dan Bandara Hub New Yogyakarta
International Airport Kulon Progo. Selain itu, aktivitas jasa juga
terus ditingkatkan melalui penyelesaian Destinasi Pariwisata
Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan serta penguatan
ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta ekonomi
kreatif. Industrialisasi juga akan terus didorong melalui hilirisasi
industri komoditas (tembaga, bauksit, sawit, kelapa, dan rumput
laut), pengembangan industri alat angkut termasuk electronic
vehicle dan kedirgantaraan, pengembangan industri elektronik
dan digital, hingga pengembangan industri kimia hilir dan
farmasi. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat
tumbuh sebesar 5,1 persen.
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34 Perubahan Gambar 2.5
Gambar 2.5 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025
dalam Kawasan Barat Indonesia NI 38Pr0vinsi-m Kawasan Timur Indonesia Ji¥3
halaman 48 = P
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Keterangan: Pertumbuhan Ekenomi 2025 (dalam %)

35 Perubahan Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025,
alinea pertama dibutuhkan total investasi sebesar Rp7.593,42 triliun dengan
dalam rincian sebagai berikut.
halaman 48

36 Perubahan Tabel 2.5
Tabel 2 5 Kebutuhan investasi Tahun 2025
dalam No Uraian Share (Persen) Nilai (Trilun Rp)
halaman 48 1 Investasi Pemerintah 5,43 412,39

2 Investasi BUMN B o 5,41 411,00
3 Investasi Swasta/Masyarakat 89,16 6,770,03
Total Kebutuhan Investas: 7.593,42

37 Perubahan Kebutuhan investasi pada Tabel 2.5 akan dipenuhi oleh sumber
alinea kedua pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi
dalam pemerintah, pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara,
halaman 48 dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan

investasi Badan Usaha Milik Negara bersumber dari dana
internal Badan Usaha Milik Negara dan pembiayaan investasi
swasta/masyarakat yang berasal dari pembiayaan kredit
perbankan, penerbitan saham, dan penerbitan obligasi
korporasi. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang
terbesar dalam sumber pembiayaan investasi
swasta/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi
dapat dilihat pada Tabel 2.6.

SK No 189453 A



0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17 -
No Perihal Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Perubahan

38 Perubahan Tabel 2.6
Tabel 2.6 S'\ﬁnber Pembiayaan Investasi Tahun 2025
dalam Uraian Share (Persen)
halaman 49 (1} Pembiayaan Investasi Pemerintah 5,43

(2) Pembiayaan Investasi BUMN
(2.1) Dana Internal BUMN 3?5':
{3) Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat 91,00
(3.1) Kredit Perbankan (flow} 11,93
(3.2) Penerbitan Saham 0,91
(3;57)H‘Pencrbitan Obligasi Korporasi 2,10
-‘Awl;‘;i VD;;'.; Internal Masyarakat 76,06

39 Perubahan Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai value creator dan agent
alinea pertama of development menjadi hal yang krusial dalam mendukung
dalam prioritas pembangunan nasional dan tema RKP tahun 2025
halaman 49 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk
meningkatkan daya saing dan kualitasnya sebagai agen
pembangunan melalui peningkatan kinerja regulator dan
operator Badan Usaha Milik Negara, peningkatan peran Badan
Usaha Milik Negara pada program strategis dan perintis, serta
optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara pada program
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

40 Perubahan Sejalan dengan hal di atas, rencana investasi Badan Usaha Milik
alinea kedua Negara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis
dalam seperti kesehatan, hilirisasi, swasembada pangan, energi dan
halaman 49 air, perumahan dan infrastruktur, transformasi digital, serta

sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan
nasional.

41 Perubahan Saat ini, terdapat 109 rencana investasi Badan Usaha Milik
alinea Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada
keempat RKP Tahun 2025. Rencana investasi tersebut merupakan
dalam kelanjutan investasi pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi
halaman 50 berlanjut pada tahun 2025 serta penambahan usulan rencana

investasi dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian
Keuangan pada tahun 2025, dengan jumlah Badan Usaha Milik
Negara yang terlibat sebanyak 65. Rencana investasi Badan
Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan
nasional juga mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
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42 Perubahan Gambar 2.6
Gambar 2.6 Gambaran Umum Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas
Pembangunan Nasional
dalam
halaman 50 Lzl SDGs yang
Investasi di dukung
., — { e
Total Investasi
BUMN BUMN
Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari
2025.
Gambar 2.7
43 Perubahan Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan
Gambar 2.7 Nasional di Seluruh Indonesia
dalam O ‘
Rencana Investasi
halaman 51 "w — DisksanakanLinas Wiayah
M(Bl!i Investasi
Kepulauan Riau l Secens '““'
Mencakup
28 Provinsi

98 Kabupaten/Kota

.

Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari
2025.
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44 Perubahan
Tabel 2.7
dalam
halaman 51
dan 52

Tabel 2.7

Identifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara
yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Jumlah
Prioritas Nasional Program Prioritas Investasi BUMN
(Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem Swasembada Pangan 5
pertahanan keamanan negara dan Swasembada Energi 18
mendorong kemandirian bangsa melalu -
swasembada pangan, energi, air, ekonomi _Swasembada Air 5
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, Ekonomi Digital 3
dan ekonomi biru Peningkatan Kualitas Lingkungan 1
Hidup dan Tata Ruang
Reformasi Pengelolaan Sampah 1
Terintegrasi dar1 Hulu ke Hilir
Pembangunan Rendah Karbon 1
Pengembangan Ekonomi Biru 1
sebagar Sumber Pertumbuhan
Baru
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Konektivitas dan 23
pengembangan infrastruktur dan Layanan Transportast Multimoda
meningkatkan lapangan kerja yang Peningkatan Konektvitas Digital 15
berkualitas, mendorong gewxrausahaan, dan Transis: Energi Listrik
mengembangkan industri kreatif serta - -
mengembangkan agromaritim industn di Penmgkatan‘Produkuvitas UMKM 1
sentra produksi melalu: peran aktif dan Koperasi
koperasi Pendalaman Sektor Keuangan 1
Pembangunan Pariwisata 5
Berkualitas dan Berkelanjutan
Rencana Investasi BUMN Selaras 4
dengan PN 3
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Penguatan Kapasitas Ketahanan 1
pembangunan sumber daya manusia Kesehatan
(SDM), sains, teknology, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda, dan penyandang
disabilitas
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Pengembangan Hilinsasi Industri 12
hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA Unggulan, Industri
berbasis sumber daya alam untuk Padat Karya Terampil, Padat
meningkatkan nilai tambah di dalam Teknologi Inovasi, serta
negeri Berorientasi Ekspor
Optimalisasi Backbone Integrasi 2
Ekonomi dan Perkuatan Sistem
Logistik Nasional
Rencana Investasi BUMN Selaras 1
dengan PN 5
Peningkatan Akses Lapangan Kerja
Prioritas Nasional 6: Membangun dari dan Penumbuhan Usaha ) 1
desa dan dari bawah untuk pertumbuhan Berkelanjutan dan Inovatif
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara 2
pemberantasan kermskinan Percepatan Penyediaan Perumahan 6
dan Permukiman
Total 109

Sumber: Badan Usaha Miik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februan

2028.
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45 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman 52
dan alinea
pertama dalam
halaman 53

Seiring meningkatnya target pertumbuhan ekonomi serta
terbatasnya pendanaan pembangunan pemerintah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun investasi
Badan Usaha Milik Negara, dukungan investasi swasta yang
dapat mendorong pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan nasional menjadi semakin penting. Sebagaimana
tema RKP Tahun 2025, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan, iklim berusaha dan investasi perlu
ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai
salah satu negara tujuan investasi berkualitas yang dapat
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi
dan teknologi, serta yang memperhatikan lingkungan dan
keberlanjutan. Kontribusi investasi swasta dalam pemenuhan
kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan
investasi swasta ditargetkan berkisar sebesar 89,16 persen dari
total investasi atau senilai Rp6.770,03 triliun pada tahun 2025.

46 Perubahan
Gambar 2.8
dalam
halaman 53

Gambar 2.8
Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang
Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Proyek Total CAPEX
Investasi Swasta Investasi Swasta

—0 i

Badan Usaha
Milik Swasta

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas
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47 Perubahan
Gambar 2.9
dalam
halaman 54

Gambar 2.9
Sebaran Rencana Investasi Swasta yang
Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia

(. SUMATRA & KEP. RIAU

Proyek: 8 Proyek
CAPEX:Rp559T

@ sULAWESI

Proyek: 14 Proyek
CAPEX: Rp 40,62 T

)
(@ KALIMANTAN

p
Proyek: 10 Proyek ‘\. MALUKU
CAPEX:Rp 43,16 T

o

(@ NUSA TENGGARA

Proyek: 1 Proyek
CAPEX:Rp 0,04 T

-
@ 3awa

Proyek: 7 Proyek
CAPEX: Rp 10,85 T

Proyek: 2 Proyek
CAPEX:Rp713T

@ PaPUA

Proyek: 2 Proyek
CAPEX:Rp0,38T

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek: 2 Proyek

ESSN

CAPEX:Rp 19,50 T

48 Perubahan
Tabel 2.8
dalam
halaman 54
dan 55

Tabel 2.8

Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Jumlah
Prioritas Nasional Program Prioritas Investasi Swasta
(Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem Swasembada Energi °
pertahanan keamanan negara dan Swasembada Pangan 1
mendorong kemandirian bangsa melatui
swasembada pangan, energi, arr, ekonomi  Swasembada Air 1
:yana.h, ekorlmr‘m digital, ekonomi hijau, Reformasi Pengelolaan Sampah
an ekonomi biru ) R o 2
Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Prioritas Nasional 3' Melanjutkan Pengembangan Konektivitas dan 2
pengembangan infrastruktur dan Layanan Transportasi Multimoda
meningkatkan lapangan kerja yang o
berkualitas, kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta Pembangunan Pariwisata 7

mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif
koperasi

Berkualitas dan Berkelanjutan
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Jumiah
Investasi Swasta
(Proyek)

Prioritas Nasional Program Prioritas

Pengembangan Hilirisasi Industri

berbasis SDA Unggulan, Industri

Padat Karya Terampil, Padat 17
Teknologi Inovasi, serta

Berorientasi Ekspor

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan
hilirisasi dan mengembangkan industri
berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri

Pengembangan Aglomerasi Industri
di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat 6
Pertumbuhan Baru

Prioritas Nasional 6: Membangun dari
desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan

Percepatan Penyediaan Perumahan
dan Permukiman

TOTAL 46

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, per 4 Februan 2025.

49 Penambahan
alinea sebelum
Subbab 3.1
Nomenklatur
Prioritas
Nasional 1
dalam
halaman 56

Bab ini menjelaskan sasaran utama dan arah kebijakan pada
masing-masing prioritas nasional. Selain itu, dicantumkan
highlight intervensi kebijakan yang menjabarkan kegiatan
prioritas utama pada masing-masing prioritas nasional.
Intervensi kebijakan secara keseluruhan dari masing-masing
prioritas nasional dituangkan dalam matriks pembangunan
yang tidak terpisahkan dari narasi ini. Bab ini juga memuat
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang
menjabarkan kebutuhan regulasi dan kelembagaan di masing-
masing prioritas nasional.

50 Perubahan
Subbab 3.1.1
Sasaran
Utama pada
Prioritas
Nasional 1
dalam
halaman 56

3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah
dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun
2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Tervujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia

1 Indeks Demokrasi Indonesia 79,51 (2023) 81,60-85,23

B

(4]

2 Indeks Hak Asasi Manusia 2,70 (2023) 2

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, 2024 (diclah).

51 Perubahan
Subbab 3.1.2
Arah
Kebijakan
dalam

3.1.2 Arah Kebijakan

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan
serangkaian arah kebijakan (1) penguatan ideologi Pancasila,
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halaman 56 wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (2) penguatan
komunikasi publik dan media; (3) penguatan lembaga
demokrasi; (4) penguatan kesetaraan masyarakat sipil; serta (5)
pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.
52 Perubahan 3.1.3 Highlight Intervensi Kebijakan
Subbab 3.' 1.3 Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional
Intervenst . - i
.. 1, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak
Kebijjakan .. . . . .
dalam mgmﬁkap dan mempunyai daya L.mgklt tmggl tgrhadap
halaman 56 pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.
sampai (1) Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab,
dengan 62 Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)
sebagai upaya mendukung terwujudnya kebebasan pers
dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab,
edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, di antaranya
tergambar pada (a} kualitas siaran televisi yang memenuhi
standar berlaku menjadi 3,18; (b} persentase penurunan
kejadian intervensi dan kekerasan pers menjadi 66,00
persen; (c) persentase jumlah perusahaan pers dan media
massa yang memiliki tata kelola baik menjadi 64,00 persen;
(d) persentase independensi pers dari kelompok kepentingan
yvang kuat menjadi 66,00 persen; (e) persentase peningkatan
kepatuhan terhadap etika pers menjadi 70,50 persen; (f}
persentase peningkatan akses pers dan media bagi
kelompok rentan menjadi 69,50 persen; dan (g} jumlah
peserta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia bidang jurnalistik dan pers sebanyak 690 orang
pada tahun 2025. Untuk mewujudkan penguatan pers dan
media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur,
Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) dapat dilaksanakan
melalui (a) peningkatan kapasitas lembaga pers, (b)
peningkatan kompetensi dan etika insan pers, serta (c)
penyehatan media arus utama.
53 Perubahan 3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Subbab 3.1.4 Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh
Kerangka Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” pada
Regulasi dan &l T ’ paca
Kerangka tahgn 202§ sebagai upaya mendukung penataan regulasi
nasional, yaitu
Kelembagaan
dalam {1} Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
halaman 62 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
sampai Keterbukaan Informasi Publik
dengan 63

Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam
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implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak
dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum.
Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi
Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa
informasi publik) dan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan
banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa
informasi publik.

54 Perubahan
Subbab 3.2.1
Sasaran
Utama pada
Prioritas 2
dalam
halaman 63
sampai
dengan 65

3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah
dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai
berikut.

Tabel 3.2
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi
peiaksanaan pembangunan

1 Asia Power Index (Military Capability) 15,7 16

2 Asia Power Index (Diplomatic Influence) 65,6 65,7

3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan o 62,8 (2020} - 67,5
Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)

4 Global Cybersecurity Index 100 100

S5  Indeks Keamanan Laut Na;ironal o 59 60

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara
berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

6 Indeks Ketahanan Pangan 71,24 73,2

7 Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan 0,67 2,20
Perikanan (%o}

8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU} 8,27 7,21

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air {(FEW Nexus)

9 Indeks Ketahanan Energi 6,64 6,77

10 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)® 13,2 (2023) 20,0

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan
pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

11  Indeks Ketahanan Air Nasional 3,48 {2022) 3,50
12 Kapasitas tampungan air {m3/kapita)® 59,59 59,31
13 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap 24 (2020} 39,20

minum perpipaan (%)»

14 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%} 10,21 (2023) 12,5
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No

Sasaran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025

Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inktusif, dan berkelanjutan

15 Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 3 (2023} 3
{peringkat)

16  Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 34,25 (2023) 38,76

17  Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) 45 (2023) 43

Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

18 Indeks Ekonomu Hijau 60,37 {(2023) 68,34
19 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan 15 (13 terdaur 24 {16 terdaur
Sampah (%)% ulang) (2022) ulang)
20 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 17,47 (2023) 18,37
Kumulatif (%))
21 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca {GRK] 28,53 (2023} 26,67
Tahunan (%)
22 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayat: 0,35 (2020) O,44>
23  Indcks Kualitas Lingkungan Hidup 73,539 76,49
24 Indeks Kualitas Udara¥ - 90,139 78,53
25  Indeks Kualitas Aird 54,78 72,02
26 Indeks Kualitas Lahan B o 61,95 77,97
27 Indeks Kualitas Air Laut® 81,67 81,02

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2024 (diolah)
Keterangan: a) sangat sementara, b) indikator tingkat Program Prioritas/Kegiatan Prioritas, c¢) perhitungan
menggunakan metode lama

55 Perubahan
Subbab 3.2.2
Arah
Kebijakan
dalam
halaman 65

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan
pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai
berikut:

(1)

(2)

()

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas
keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan
pembangunan, dilaksanakan melalui (a) pembangunan
postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan
industri pertahanan; (c) komponen cadangan dan
komponen pendukung; (d) intelijen dan keamanan dalam
negeri; (e} keamanan siber, sandi, dan sinyal; (f) keamanan
laut dan hidro-oseanografi; (g) keamanan dan ketertiban
masyarakat; (h) profesionalisme pelayanan kepolisian; dan
(i) diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW
Nexus), dilaksanakan melalui swasembada pangan.

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan
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(4)

()

Nexus Pangan, Energi dan Air {FEW Nexus), dilaksanakan
melalui swasembada energi.

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan
Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan
melalui swasembada air.

Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif,
inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a)
ekonomi syariah, (b) ekonomi digital, dan (c) pengembangan
ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Terwujudnya transformasi ekonomi hijau, dilaksanakan
melalui (a) ekosistem ekonomi sirkular; (b) pengelolaan
keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (c)
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (d)
reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
(e) pembangunan rendah karbon; (f) pekerjaan hijau/green
jobs, dan (g) pengelolaan hutan lestari.

56 Perubahan
Subbab 3.2.3
Intervensi
Kebijakan
dalam
halaman 65
sampai
dengan 80

3.2.3 Highlight Intervenst Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2,
dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah
kebijakan sebagai berikut.

(1)

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/
lumbung pangan Kalimantan Tengah sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di
KSPP Kalimantan Tengah, di antaranya tergambar pada (a)
peningkatan produksi beras kawasan sentra produksi
pangan Kalimantan Tengah menjadi 196.984 ton dan (b)
peningkatan luas panen padi kawasan sentra produksi
pangan Kalimantan Tengah menjadi 146.806 hektare.
Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan
Tengah dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan
sentra produksi pangan/lumbung pangan Kalimantan
Tengah, (b) on farm kawasan sentra produksi
pangan/lumbung pangan Kalimantan Tengah, dan (c) off
farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan
Kalimantan Tengah.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP}/lumbung pangan Sumatera Selatan sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan, di
antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan
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3)

()

menjadi 65.724 ton dan (b) peningkatan luas panen padi
Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan
menjadi 28.568 hektare. Untuk mewujudkan
pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan dapat
dilaksanakan melalui (a) geospasial Kawasan Sentra
Produksi Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan, (b} on
farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan
Sumatera Selatan, dan (c) off farm Kawasan Sentra Produksi
Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di
Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan, di
antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras
Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi
109.308 ton dan (b) peningkatan luas panen padi Kawasan
Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi 75.621
hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua
Selatan dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan
sentra produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan,
(b) on farm kawasan sentra produksi pangan/lumbung
pangan Papua Selatan, dan (c) off farm kawasan sentra
produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
{KSPP)/lumbung pangan lainnya sebagai upaya mendukung
peningkatan produksi bahan pangan utama, di antaranya
tergambar pada (a} lahan baku sawah yang dicetak menjadi
42 ribu hektare dan (b} luas lahan sawah yang ditingkatkan
indeks pertanaman menjadi 6,9 ribu hektare. Untuk
mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Pangan (KSPP)/lumbung  pangan lainnya  dapat
dilaksanakan melalui (a) peningkatan luas lahan pertanian
(ekstensifikasi), (b) peningkatan daya guna lahan pertanian
(intensifikasi), dan (¢} infrastruktur pendukung Kawasan
Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan lainnya. Upaya
pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/lumbung pangan tersebut diarahkan untuk
meningkatkan produksi dan memperkuat cadangan pangan
melalui pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam
negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.

Pengembangan pangan hewani sebagai upaya mendukung
meningkatnya produksi bahan pangan hewani dan
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(7)

(8)

meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan, di
antaranya tergambar pada (a) produksi daging menjadi 4,96
juta ton, (b) produksi telur menjadi 7,43 juta ton, (c)
produksi susu menjadi 855,57 ribu ton, dan {d) persentase
pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan
mutunya menjadi 80 persen. Untuk mewujudkan
pengembangan pangan hewani dapat dilaksanakan melalui
(a) peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, (b)
implementasi praktik peternakan modern, (c¢) penguatan
pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak, serta (d)
pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan
pendekatan satu kesehatan.

Pengembangan pangan lokal dan nabati sebagai upaya
mendukung meningkatnya produksi pangan lokal dan
nabati, diantaranya tergambar pada (a) produksi padi
menjadi 54,45 juta ton; (b) produksi jagung menjadi 21,48
juta ton; (c) produksi aneka kacang menjadi 540,28 ribu ton;
(d) produksi buah dan sayur menjadi 30,66 juta ton; (e)
produksi sorgum menjadi 18,21 ribu ton; (f) produksi ubi
Jjalar menjadi 1.517.449 ton; {g) produksi kedelai menjadi
370.359 ton; dan (h) produksi hasil hutan bukan kayu
(buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan
singkong) menjadi 450.000 ton. Untuk mewujudkan
pengembangan pangan lokal dan nabati dapat dilaksanakan
melalui (a) input dan pendukung pengembangan pangan
lokal dan nabati, (b) on farm pengembangan pangan lokal
dan nabati, (¢} off farm pengembangan pangan lokal dan
nabati, dan (d} ketahanan pangan melalui perhutanan
berbasis masyarakat.

Fortifikasi dan Dbiofortifikasi pangan sebagai upaya
mendukung meningkatnya konsumsi bahan pangan
terfortifikasi/biofortifikasi, di antaranya tergambar pada (a)
jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi menjadi 3
komoditas dan (b} persentase beras fortifikasi dalam
program bantuan pangan menjadi 20 persen. untuk
mewujudkan fortifikasi dan biofortifikasi pangan dapat
dilaksanakan melalui (a) fasilitasi produksi dan distribusi
pangan terfortifikasi dan (b) pengembangan kawasan padi
biofortifikasi.

Pengembangan pangan akuatik (blue food) sebagai upaya
untuk mendukung meningkatnya penyediaan ikan untuk
konsumsi masyarakat, di antaranya tergambar pada (a)
volume produksi ikan budi daya menjadi 6,75 juta ton; dan
(b) volume produksi perikanan tangkap menjadi 6,19 juta
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9

ton. Untuk mewujudkan pengembangan pangan akuatik
(blue food) dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan
input produksi perikanan budi daya; (b} pengembangan
sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya; (c)
pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan
perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat; (d)
penguatan tata kelola mendukung transformasi perikanan
budi daya; (e¢) pengembangan sarana prasarana produksi
perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan; (f)
peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan
perikanan; (g) peningkatan kapasitas
pendampingan/penyuluhan masyarakat kelautan dan
perikanan; (h) peningkatan perlindungan terhadap pelaku
usaha kelautan dan perikanan; serta (i) peningkatan sarana
dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan
logistik pengolahan.

Konservasi sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga
kondisi dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan
sehingga air tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas
yang baik untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan
mendatang, di antaranya tergambar pada (a} Luasan lahan
kritis dalam DAS yang dipulihkan menjadi 12,65 juta
hektare dari baseline 12,7 juta hektare, dan (b) Jumlah
mata air yang dipertahankan dan diselamatkan sejumlah 60
mata air. Untuk mewujudkan konservasi sumber daya air
dapat dilaksanakan melalui (a) perlindungan dan
pelestarian sumber air; (b) pengawetan air; (¢} peningkatan
kapasitas, kelembagaan, data, dan informasi; (d) rehabilitasi
dan pemulihan ekosistem mangrove; (e} penyelamatan mata
air kritis; serta (fj pengendalian pencemaran dan
pengelolaan kualitas air.

(10) Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir sebagai

upaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas SPAM
yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari
hulu ke hilir dan meningkatkan jumlah lembaga pengelola
SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air
minum secara rutin dan berkala, di antaranya tergambar
pada (a) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap
minum perpipaan menjadi 39,20 persen, (b) kapasitas SPAM
terbangun menjadi 281.795 liter/detik, (c) akses air minum
jaringan perpipaan menjadi 31-persen, (d) persentase Non
Revenue Water (NRW) PDAM menjadi 32 persen, (e)
kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenubhi
syarat menjadi 100 kabupaten/kota, serta (f)
kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum
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memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air
minum yang memenuhi syarat menjadi 50 persen. Untuk
mewujudkan pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
dapat dilaksanakan melalui {a) pengembangan SPAM, (b)
pengelolaan SPAM, serta (c) pengawasan kualitas air
minum.

(11) Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan,

dan berketahanan iklim berbasis CWIS sebagai upaya untuk
meningkatkan cakupan layanan infrastruktur SPALD dan
meningkatkan keberfungsian dan kualitas infrastruktur
SPALD, di antaranya tergambar pada (a} meningkatnya
jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi
dengan baik menjadi 211 kabupaten/kota, (b)
meningkatnya kapasitas [PAL yang terbangun melalui
pembangunan sambungan rumah menjadi 684.782
sambungan rumah, (c) meningkatnya rumah tangga yang
memiliki tangki septik dan disedot secara berkala mencapai
11 persen, (d) meningkatnya persentase kabupaten/kota
yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada
IPLT dan IPAL, (e} berkurangnya idle capacity IPLT menjadi
70 persen, (f) berkurangnya idle capacity IPAL menjadi 64
persen, dan (g) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan LLTT menjadi 21 kabupaten/kota. Untuk
mewujudkan penyediaan dan pengawasan sanitasi aman,
berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS dapat
dilaksanakan melalui (a) pembangunan sistem pengelolaan
air limbah domestik terpusat; (b) pembangunan sistem
pengelolaan air limbah domestik setempat; (c) peningkatan,
optimalisasi, dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah
domestik; (d) pemantauan dan inspeksi kualitas sistem
pengelolaan air limbah domestik; dan (e} pengembangan
manajemen layanan sanitasi (air limbah domestik].

(12) Peningkatan penyediaan energi sebagai upaya

meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi
kebutuhan energi, meningkatnya pasokan gas bumi untuk
memenuhi kebutuhan energi, meningkatnya pasokan batu
bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri;
diantaranya tergambar pada (a) jumlah lifting minyak bumi
menjadi 605 ribu Barrel of Oil Per Day, (b) jumlah lifting gas
bumi menjadi 1.005 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day, (c)
jumlah produksi batu bara menjadi 717 juta ton, dan (d)
realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri menjadi 100
persen. Untuk mewujudkan peningkatan penyediaan energi
dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan cadangan dan
produktivitas energi, dan (b) pemenuhan kebutuhan dalam
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negeri.

(13) Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi sebagai

upaya meningkatnya akses terhadap gas bumi,
meningkatnya akses terhadap bahan bakar minyak,
meningkatnya akses terhadap listrik dan meningkatnya
keterjangkauan energi, di antaranya tergambar pada (a)
jumlah sambungan rumah jaringan gas kota yang dibangun
melalui skema BUMN menjadi 100.000 sambungan rumah
(kumulatif), (b) jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi
gas bumi yang difasilitasi menjadi 22.550 kilometer, (c)
jumlah volume penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi
menjadi 19,41 juta kiloliter, (d) jumlah volume penyaluran
bahan bakar minyak nonsubsidi menjadi 35,16 juta kiloliter,
(e) jumlah pelanggan listrik (kumulatif) menjadi 95.256 ribu
pelanggan, (f) deviasi harga jual eceran bahan bakar minyak
menjadi O persen, (g} disparitas harga jual eceran BBM Solar
(jlenis BBM tertentu) menjadi 49 persen, dan (h) disparitas
harga jual eceran bensin {jenis BBM khusus penugasan)
menjadi 22 persen. Untuk mewujudkan perluasan akses
dan jangkauan pelayanan energi dapat dilaksanakan
melalui (a} peningkatan penyaluran dan layanan gas bumi,
(b} peningkatan penyaluran dan layanan bahan bakar
minyak, (¢} peningkatan penyaluran dan layanan listrik,
serta (d) pengawasan dan penyaluran energi yang disubsidi.

(14) Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan

ditujukan untuk mendorong transisi dari energi fosil ke
energi bersih melalui pemanfaatan energi baru, energi
terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi. Sasaran
yang akan dicapai mencakup peningkatan (a) konsumsi
biofuel menjadi 13,50 juta kiloliter, (b) produksi listrik energi
terbarukan menjadi 50.739 Gigawatt hour, dan (c)
penurunan intensitas energi final menjadi 0,97 setara barrel
minyak/miliar rupiah. Untuk mewujudkan penguatan
implementasi transisi energi berkeadilan dapat
dilaksanakan melalui (a) diversifikasi menuju energi bersih,
(b} peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi
terbarukan, (c} pengembangan ekosistem pendukung energi
bersih, (d) perluasan pemanfaatan biofuel, dan (e)
peningkatan efisiensi dan konservasi energi.

(15) Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut

sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah,
produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk
olahan hasil laut; diantaranya tergambar pada (a) volume
produksi garam menjadi 2,25 juta ton, (b) produktivitas
lahan garam rakyat menjadi 83 ton/hektare, (c} utilisasi
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industri pengolahan garam industri menjadi 52,50 persen,
(d) utilisasi industri pengolahan hasil laut menjadi 45
persen, dan (e) mnilai realisasi penanaman modal
asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi garam
menjadi 7,37 triliun rupiah. Untuk mewujudkan
pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan garam
industri terintegrasi, (b} penguatan sarana dan prasarana
industri garam, (c) pengembangan produk olahan laut dan
bioprospeksi sumber daya kelautan.

(16) Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau

sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan data
kualitas air sungai dan danau, meningkatkan kualitas air
permukaan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran
air di sektor industri; diantaranya tergambar pada (a)
ketersediaan status mutu daerah aliran sungai dan danau
menjadi 190 data, (b) jumlah sungai dan danau yang
mengalami peningkatan status mutu menjadi 5 lokasi, (c)
jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor
indeks risiko lingkungan hidup sektor air menjadi 5
kabupaten/kota, dan (d) jumlah industri yang memenuhi
kualitas air limbah sesuai baku mutu menjadi 2.940
industri. untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan
kualitas air sungai dan danau dapat dilaksanakan melalui
(a) pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air
sungai dan danau, (b) peningkatan kualitas air melalui
pengelolaan air limbah, (¢} peningkatan sarana prasarana
pengujian kualitas air, dan (d) pengendalian pencemaran air
di sektor industri.

(17) Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta

pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug
residu sebagai upaya untuk mendukung penurunan
sampah residu yang masuk di tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu, diantaranya tergambar pada (a)
timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
sebesar 24 persen (termasuk 16 persen terdaur ulang), (b)
tempat pemrosesan akhir/lahan wurug residu yang
dioperasikan secara sanitary landfill/tingkat pengontrolan
penuh, (c) volume penanggulangan sampah dari aktivitas
masyarakat di pesisir dan laut sebesar 18 ton. Untuk
mewujudkan peningkatan pengumpulan dan pengolahan
sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu dapat dilaksanakan melalui (a)
penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah,
{b) pembinaan dan pengawasan teknis pengumpulan dan
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pengangkutan sampah, (c) pembinaan dan pengawasan
tempat pemrosesan akhir sanitary landfill, (d) pengelolaan
sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
(e} penanganan sampah dari badan air.

(18) Perubahan  perilaku dan penguatan tata kelola
persampahan sebagai upaya untuk meningkatkan sampah
yang dikelola dan meningkatkan jumlah kabupaten/kota
dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan
sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total berbasis
masyarakat), diantaranya tergambar pada (a) persentase
sampah yang dikelola menjadi 51,21 persen, dan (b) jumlah
kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan
pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total
berbasis masyarakat) menjadi 30 kabupaten/kota. Untuk
mewujudkan perubahan perilaku dan penguatan tata kelola
persampahan dapat dilaksanakan melalui (a) penguatan
kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan pengelolaan
sampah; (b) pengembangan data dan sistem informasi
persampahan; (c} pembinaan dan pengawasan sistem
pengelolaan sampah; (d} pengembangan inovasi dan
standardisasi teknologi tepat guna pengelolaan sampah; dan
{e) perubahan perilaku untuk pemilahan sampah.

(19) Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan
skema spend to invest sebagai upaya untuk mewujudkan
transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan
skema spend to invest, yang tergambar pada persentase
perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset yang
terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri
menjadi 100 persen. untuk mewujudkan transformasi tata
kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to
invest dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan
alpalhankam spend to invest matra darat, (b) pengembangan
alpalhankam spend to invest matra laut, dan (c)
pengembangan alpalhankam spend to invest matra udara.

{20) Penguatan faktor pendukung ekonomi digital sebagai upaya
meningkatkan pengembangan ekonomi digital dalam
mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap produk
domestik bruto, yang tergambar pada (a) proporsi remaja
dan dewasa wusia 15-39 tahun dengan keterampilan
teknologi informasi dan komputer 83 persen, (b)
peningkatan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan
komputer (kumulatif)y 3,21 persen. Untuk mewujudkan
penguatan faktor pendukung ekonomi digital dapat
dilaksanakan melalui (a) pengembangan sumber daya
manusia digital dan digitalisasi masyarakat; (b) penguatan
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infrastruktur dan pelindungan keamanan data; (c) riset dan
pengembangan ekosistem ekonomi digital; dan (d)
pengembangan regulasi, pendanaan, dan iklim bisnis.

(21) Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor

strategis lainnya sebagai upaya meningkatnya
pengembangan ekonomi dan industri digital, di antaranya
tergambar pada (a) indeks transformasi digital nasional pilar
bisnis menjadi 40,215; (b) tingkat kesuksesan startup digital
nasional (success rate startup digital) menjadi 6 persen; (c)
jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0
Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 menjadi 87 perusahaan;
dan (d) kontribusi sektor informasi dan komunikasi
terhadap PDB menjadi 4,3 persen. Untuk mewujudkan
penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor
strategis lainnya dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan industri dan perangkat digital, (b) penguatan
pengembangan ekonomi digital usaha mikro, kecil, dan
menengah, (c) pengembangan digitalisasi perdagangan, {d)
pengembangan keuangan dan perbankan digital, (e)
pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan, (f)
pengembangan media digital, (g) pengembangan digitalisasi
transportasi dan pariwisata, (h) pelayanan kesehatan digital,
(i) pengembangan digitalisasi pendidikan, (j) percepatan dan
perluasan digitalisasi daerah, serta (k) pengembangan
digitalisasi sektor energi dan lingkungan.

(22) Pengelolaan susut dan sisa pangan sebagai upaya

mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan serta
mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen,
serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat
diselamatkan dan dimanfaatkan kembali, di antaranya
tergambar pada {a) persentase penurunan susut pangan
menjadi 3-5 persen, dan (b) persentase pangan yang
terselamatkan menjadi 3-5 persen. Untuk mewujudkan
pengelolaan susut dan sisa pangan dapat dilaksanakan
melalui (a) pengembangan kebijakan dan standar susut dan
sisa pangan; (b} peningkatan infrastruktur dan sarana
pangan pertanian, perikanan, dan peternakan; dan (c)
peningkatan sarana, prasarana, dan kerja sama
penyelamatan pangan.

(23) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati,

serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya
genetik sebagai upaya meningkatnya pemanfaatan sumber
daya genetik secara berkelanjutan dan meningkatnya
pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity), di
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antaranya tergambar pada (a) jumlah produk yang
dikembangkan melalui bioprospeksi menjadi 15 produk
(kumulatif), (b) jumlah penerapan bioteknologi yang
dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi menjadi
50 produk, dan (c) jumlah rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity)
menjadi 44 rekomendasi kebijakan (kumulatif). Untuk
mewujudkan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi,
keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan
sumber daya genetik dapat dilaksanakan melalui (a)
pengembangan bioprospeksi, bioteknologi, serta akses dan
pembagian keuntungan sumber daya genetik; dan (b)
pengelolaan keamanan hayati (biosafety and biosecurity).

(24) Peningkatan kualitas ekosistem gambut dilakukan melalui

optimalisasi ketersediaan data dan informasi karakteristik
ekosistem gambut serta pemulihan lahan gambut untuk
mendukung pembangunan rendah karbon, di antaranya
tergambar pada (a}) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
menjadi 64,15 dan (b} jumlah industri yang memenuhi
kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut menjadi
245 industri. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas
ekosistem gambut dapat dilaksanakan melalui (a)
pengelolaan data dan informasi ekosistem gambut dan (b)
pemulihan ekosistem gambut mencakup pembangunan
infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegetasi, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(25) Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa merupakan

upaya untuk meningkatkan ketahanan kawasan Pantura
Jawa terhadap daya rusak air termasuk pemenuhan
pelayanan dasar yang diintegrasikan dengan pengembangan
kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal
int tergambar pada (a) perlindungan 200 hektare kawasan
Pantura Jawa dari risiko daya rusak air, (b} penambahan
kapasitas prasarana air baku sebesar 0,2 m3/detik, (c)
peningkatan akses air minum jaringan perpipaan menjadi
31,5 persen, dan (d) 32 kabupaten/kota memiliki instalasi
pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi
dengan baik. Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
dilaksanakan melalui (a) pengendalian daya rusak air, (b)
penyediaan air baku dan air minum, (c) pembangunan
sistem pengelolaan air limbah domestik, (d) pemantauan
penurunan muka tanah, (e) peningkatan kualitas
lingkungan hidup, dan (f) pengembangan kawasan.
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5.1. Pertahanan Keamanan
5.1.1. Sasaran dan Target

Fondasi pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga
pada ketahanan negara yang kokoh. Untuk mengawal
keberhasilan langkah tersebut telah dirumuskan sasaran
pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

No Sasaran dan Indikator Target 2025

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondass
pelaksanaan pembangunan

1 Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI 30.3

2 Ranking Industri Pertahanan (SIPRI Top 100} <100

3 Persentase Sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan 100
Pertahanan

5.1.2. Intervensi

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran kebijakan
pembangunan tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2,
dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas
keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan
pembangunan dilaksanakan melalui (a) pembangunan
postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan
industri pertahanan, dan (c) komponen cadangan dan
komponen pendukung

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 pada
tahun 2025, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-
masing arahan kebijakan sebagai berikut.

1. Terwujudnya pondasi kemampuan pertahanan berdaya
gentar kawasan sebagai bagian dari pembangunan postur
dilaksanakan melalui (a) melanjutkan program penguatan
postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force
(OEF) dalam rangak meningkatkan efektivitas menjaga
kedaulatan NKRI, (b) meningkatkan kekuatan TNI di daerah
perbatasan dan pulau terluar, (c) memperkuat keamanan
teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat
kapabilitas badan pertahanan siber, (d) peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e)
meningkatkan kesiapan Alpalhankam melalui pemeliharaan
dan perawatan
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2. Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju,
mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari
pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
dilaksanakan melalui (a) mempercepat peningkatan
kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi
kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/Polri, (b)
meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-
produk industri strategis nasional dan mendayagunakan
sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri,
serta (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan
penerapan skema spend to invest

3. Terwujudnya penguatan komponen cadangan dan
komponen pendukung dilaksanakan melalui (a} penguatan
konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat
Indonesia dan memperkuat komponen cadangan dan (b)
pembinaan komponen pendukung untuk penguatan
pertahanan negara.

5.2. Reformasi Birokrasi
3.2.1. Sasaran dan Target

Birokrasi sebagai motor penggerak utama pembangunan
berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat
diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh,
didukung transformasi digital sebagai elemen kunci. Reformasi
birokrasi diharapkan dapat menciptakan tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga
dapat menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas.
Untuk  mewujudkan langkah-langkah  tersebut, telah
dirumuskan sasaran kebijakan pembangunan pada tahun 2025
sebagai berikut

No Sasaran dan Indikator Target 2025

Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel

1 Indeks Pelayanan Publik 3,682

2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional 70,00

Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien

3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3,00v

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b)
Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemenintah Digital schingga target nasional
disesuaikan.
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5.2.2. Intervensi

Arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran kebijakan
pembangunan tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7, khususnya
dalam penguatan reformasi birokrasi sebagai fondasi
pembangunan dilaksanakan melalui (1} pemerintah digital dan
(2) transformasi tata kelola pelayanan publik pembangunan.

Sebagai langkah konkret dalam upaya pencapaian sasaran
kebijakan pembangunan lingkup reformasi birokrasi, dilakukan
serangkaian intervensi kebijakan sebagaimana berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang
transparan, inklusif dan efisien dilaksanakan melalui (a)
penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan
teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi
dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi
digital layanan publik prioritas dan (e) penguatan
ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.

2. Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan
akuntabel dilaksanakan melalui (a) tata kelola pelayanan
publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangunan,
dan (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program
pembangunan nasional.

Lebih lanjut, sebagai bentuk upaya untuk mendukung
penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan
yvang efektif dan akuntabel, serangkaian intervensi guna
mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi dengan
melakukan (a) penyempurnaan kebijakan dan regulasi melalui
penyusunan grand design dan peta jalan Reformasi Birokrasi
(RB), (b) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKP), (c) penguatan implementasi kebijakan manajemen risiko
pembangunan serta (d) penyederhanaan  mekanisme
perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan
akuntabilitas kinerja pemerintah melalui sistem terintegrasi.

6. Proyek Strategis Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama

Proyek Strategis- Nasional dirancang sebagai proyek atau
program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis,
terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran
RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas
Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk
mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
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berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan
pembangunan.

Sesuai dengan prioritas Presiden, Proyek Strategis Nasional yang
telah ditetapkan sebelumnya ditambahkan dengan: Proyek
Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis, Proyek Strategis
Nasional Sekolah Rakyat, Proyek Strategis Nasional Koperasi
Merah Putih, Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan,
Proyek-Proyek Strategis Nasional yang mendukung pengentasan
kemiskinan, dan Proyek-Proyek Strategis Nasional dalam rangka
pengelolaan sampah.

1. Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis

Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya
perbaikan gizi, memperkuat ketahanan pangan serta kualitas
pendidikan dan partisipasi siswa dan santri. Selain itu, Proyek
Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan
penurunan kemiskinan. Komponen utama proyek strategis
nasional ini adalah pemberian makan bergizi didukung dengan
ekosistem pendukung yang melibatkan kementerian, lembaga,
mitra pembangunan dan masyarakat. Sasaran penerima
manfaat Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis adalah
anak sekolah pada seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu
hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk memastikan efektivitas
program, penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional Makan
Bergizi Gratis harus diperkuat dengan penyelenggaraan edukasi
gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat, pengukuran
antropometri, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi,
penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan,
penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan,
pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur
listrik, transportasi, dan telekomunikasi, serta pemberdayaan
masyarakat, petani, dan peternak lokal serta nelayan. Proyek
Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan di
seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi

2. Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat

Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat bertujuan untuk
memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan
pendidikan berkualitas berbasis asrama, mencakup jenjang
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah
Menengah Atas, bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,
rentan (desil 1-2), penyandang disabilitas, serta anak-anak yang
tidak atau belum bersekolah. Proyek Strategis Nasional ini
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menekankan pendidikan formal yang disertai penanaman
karakter, kepemimpinan, dan ketangguhan  melalui
pengembangan sarana prasarana, kurikulum yang
komprehensif, tenaga pendidik yang inklusif, serta pengasuhan
yang optimal. Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh
Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Kementerian
Sekretariat Negara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,
dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta didukung oleh
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,
Kementerian PANRB, dan pemerintah daerah.

3. Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih

Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
bertujuan untuk  memperkuat kemandirian ekonomi
desa/kelurahan, meningkatkan ketahanan pangan, dan
mendorong ekonomi  kerakyatan yang inklusif dan
berkelanjutan. Proyek strategis nasional ini dilaksanakan di
seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Koperasi akan
menjalankan usaha seperti sembako, simpan pinjam, klinik,
apotek, pergudangan/cold storage, logistik, serta usaha lain
yang disesuaikan dengan potensi lokal. Tahun 2025 difokuskan
pada pembentukan koperasi, pemetaan potensi usaha,
penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta
penyusunan peta jalan sebagai dasar pengembangan program.
Selanjutnya, tahun 2026-2029 diarahkan pada peningkatan
kapasitas usaha, penguatan kelembagaan dan kemitraan
koperasi dengan berbagai pihak. Proyek ini dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan dilaksanakan oleh
Kementerian Koperasi serta kementerian/lembaga lainnya
bersama pemerintah daerah.

4. Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan

Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan bertujuan
untuk membangun ekosistem digitalisasi pembelajaran di
sekolah dengan menyediakan perangkat dan infrastruktur
pendukung. Komponen utama dalam proyek strategis nasional
ini meliputi penyediaan smartboard, laptop, media penyimpanan
konten (misalnya external harddisk drive), serta akses internet
satelit dan panel surya untuk satuan pendidikan yang tidak
terhubung ke internet dan/atau akses listrik. Selain itu, proyek
strategis nasional ini juga mencakup penyediaan konten
pembelajaran berkualitas melalui platform digital yang sudah
dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan
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Kementerian Agama yang dirancang untuk mendukung proses
belajar-mengajar secara interaktif dan sesuai dengan
perkembangan zaman serta berfokus pada kebutuhan belajar
siswa. Untuk memastikan efektivitas digitalisasi pendidikan,
diselenggarakan pelatihan berjenjang mulai dari pembekalan
fasilitator nasional sampai dengan guru di tingkat satuan
pendidikan. Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan
akan menyasar satuan pendidikan di bawah Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama di 38
provinsi.

5. Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan

Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan
dilaksanakan melalui integrasi Program Kartu Kesejahteraan
dan Program Kartu Usaha Afirmatif untuk mempercepat
penurunan kemiskinan. Proyek strategis nasional ini mencakup
dua pilar utama yaitu Program Kartu Kesejahteraan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan tunai, barang,
dan subsidi tepat sasaran (seperti Program Keluarga Harapan,
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako,
subsidi energi, dan transportasi murah). Pilar kedua adalah
Program Kartu Usaha Afirmatif yang bertujuan pemberdayaan
masyarakat yang meliputi pelatihan ketenagakerjaan, vokasi,
kewirausahaan, pendampingan teknis dan manajerial, serta
akses terhadap pasar dan permodalan. Program strategis
nasional ini dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator
Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Percepatan Pengentasan
Kemiskinan, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,
Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian/lembaga
terkait lainnya, dengan menggunakan satu Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan. Proyek Strategis
Nasional Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan bersinergi
dengan program prioritas nasional lainnya antara lain Makan
Bergizi Gratis, Penyediaan Perumahan, Hilirisasi Industri,
Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan. Pelaksanaan
pengentasan kemiskinan dilakukan di seluruh Indonesia dengan
provinsi prioritas Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua
Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

6. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu

Perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Pengelolaan Sampah Terpadu mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan
Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pada
periode RPJMN Tahun 2020-2024, instalasi pengolah sampah
menjadi energi listrik telah terbangun di dua kota, yaitu
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Surabaya dan Surakarta. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Nasional Tahun  2025-2029 menargetkan
pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik
di 10 kota lainnya, yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang
Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar,
Palembang, dan Manado. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan
Sampah Terpadu juga akan dilaksanakan di kota-kota lain yang
diprioritaskan pada kota-kota dengan kapasitas timbulan
sampah di atas 1.000 ton/hari. Proyek Strategis Nasional
Pengelolaan Sampah Terpadu mencakup pembangunan instalasi
fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Selain itu
juga membuka opsi penerapan teknologi pengolahan sampah
lainnya yang ramah lingkungan, serta memperluas cakupan
lokasi proyek sesuai dengan tingkat urgensi dan kriteria
kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Untuk mendukung
keberlanjutan, Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah
Terpadu perlu disertai perbaikan tata kelola mulai dari sinergi
perencanaan, program prioritas perubahan perilaku, regulasi,
peningkatan kapasitas operator, membentuk kelembagaan yang
sesuai, penegakan hukum, dan pendanaan yang berkelanjutan
baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai
dengan rencana, pemerintah memberikan kemudahan dalam
bentuk perijinan maupun selain perijinan menurut peraturan
perundangan. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah
pengendalian dan evaluasi Kkinerja pelaksanaannya serta
menyelenggarakan manajemen risiko pembangunan nasional
pada proyek strategis nasional.

Selain pelaksanaan proyek strategis nasional, upaya penurunan
tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dan pertumbuhan tinggi berkelanjutan, juga didukung
oleh beberapa kegiatan prioritas utama. Hal tersebut merupakan
kebijakan yang mengintegrasikan kontribusi dari berbagai pihak
baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta
dan stakeholders lainnya, yang memiliki daya ungkit tinggi
terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

No Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2025

1 Penguatan Pers Dan Media Massa yang Bertanggung Jawab,
Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)

2 Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan
Skema Spend To Invest
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3  Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah

4  Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
{KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan

5 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan

6 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya

7 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)

8 Pengembangan Pangan Hewani

9 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

10 Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan

11 Peningkatan Penyediaan Energi

12 Perluasan Akses Dan Jangkauan Pelayanan Energi

13 Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan

14 Konservasi Sumber Daya Air

15 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir

16 Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan,
dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS

17 Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

18 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital

19 Penguatan Ekonomi dan Industri Digital Serta Sektor Strategis
Lainnya

20 Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan

21 Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati,
Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik

22 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau

23 Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut

24  Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan

25 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta

Pemrosesan Residu di TPA/LUR
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26 Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

27 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital

28 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan
Digitalisasinya

29 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi

30 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

31 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Lombok-Gili Tramena

32 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau
Toba

33 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas
Labuan Bajo

34 Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim

35 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

36 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang
Berkualitas (PHTC)

37 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

38 Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

39 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi
Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan,
Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In-
Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan
Berbasis Kinerja

40 Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

41 Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan
Iptek dan Inovasi

42 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni
Budaya

43 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan
Inovasi

44 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga

45 Penurunan Kematian Ibu dan Anak
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46 Pencegahan dan Penurunan Stunting

47 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

48 Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu
Menyusui, dan Balita

49 Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

50 Penuntasan TBC

51 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis

52 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer

53 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah
Sulit Akses

54 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

55 Pengembangan Hilirisasi Nikel

56 Pengembangan Hilirisasi Tembaga

57 Pengembangan Hilirisasi Bauksit

58 Pengembangan Hilirisasi Timah

59 Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit

60 Pengembangan Hilirisasi Kelapa

61 Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

62 Pengembangan Industri Kimia

63 Pembangunan Industri Semikonduktor

64 Pengembangan Industri Dirgantara

65 Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

66 Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja

67 Pengembangan Kek Sei Mangkei

68 Pengembangan KIT Batang

69 Pengembangan KI Weda Bay

70 Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran

melalui Kartu Kesejahteraan
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71

Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

72

Peningkatan Kemandirian Melalui Kartu Usaha Afirmatif

73

Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan
Ibu Kota Nusantara

74

Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU

75

Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa

76

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

77

Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep
Total Reward Berbasis Kinerja ASN

78

Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas

79

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan

80

Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

81

Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

82

Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan
Pemajuan Kebudayaan

83

Peningkatan Ketahanan lklim Pesisir dan Laut

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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PRABOWO SUBIANTO
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